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1.1. Latar Belakang

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam
pembangunan suatu bangsa. Berbagai kajian di banyak negara menunjukkan
kuatnya hubungan antara pendidikan dengan tingkat perkembangan bangsa
bangsa tersebut yang ditunjukkan oleh berbagai indikator ekonomi dan
sosial budaya. Pendidikan yang mampu memfasilitasi perubahan adalah
pendidikan yang merata, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan
masyarakat.

Secara fungsional, pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk
menyiapkan manusia menghadapi masa depan agar hidup lebih sejahtera,
baik sebagai individu maupun secara kolektif sebagai warga masyarakat,
bangsa maupun antar bangsa. Bagi pemeluk agama, masa depan mencakup
kehidupan di dunia dan pandangan tentang kehidupan hari kemudian yang
bahagia (Umaedi, 2004: 1)

Namun saat ini dunia pendidikan kita belum sepenuhnya dapat
memenuhi harapan masyarakat. Fenomena itu ditandai dari rendahnya
mutu lulusan, penyelesaian masalah pendidikan yang tidak tuntas, atau
cenderung tambal sulam, bahkan lebih berorintasi proyek. Akibatnya,
seringkali hasil pendidikan mengecewakan masyarakat. Mereka terus
mempertanyakan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat

dalam dinamika kehidupan ekonomi, politik , sosial, dan budaya. Kualitas



lulusan pendidikan kurang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan
pembangunan, baik industri, perbankan, telekomunikasi, maupun pasar
tenaga kerja sektor lainnya yang cenderung menggugat eksistensi sekolah.
Bahkan SDM yang disiapkan melalui pendidikan sebagai generasi penerus
belum sepenuhnya memuaskan bila dilihat dari segi akhlak, moral, dan jati
diri bangsa dalam kemajemukan budaya bangsa (Umaedi , 2004: 245).

Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat menjadi
pesimis terhadap sekolah. Ada anggapan bahwa pendidikan tidak lagi
mampu menciptakan mobilitas sosial mereka secara vertikal, karena
sekolah tidak menjanjikan pekerjaan yang layak. Sekolah kurang
menjamin masa depan anak yang lebih baik. Sebagaimana diungkapkan di
muka, perubahan paradigma baru pendidikan kepada mutu (quality
oriented) merupakan salah satu strategi untuk mencapai pembinaan
keunggulan pribadi anak (Syafarudin, 2002 : 19).

Reformasi bidang politik di Indonesia pada penghujung abad ke 20
M telah membawa perubahan besar pada kebijakan pengembangan sektor
pendidikan, yang secara umum bertumpu pada dua paradigma baru yang
otonomisasi dan demokratisasi. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999
tentang otonomi daerah telah meletakkan sektor pendidikan sebagai salah
satu yang diotonomisasikan bersama sektor-sektor pembangunan yang
berbasis kedaerahan lainnya seperti kehutanan, pertanian, koperasi dan
pariwisata. Otonomisasi sektor pendidikan kemudian didorong pada

sekolah, agar kepala sekolah dan guru memiliki tanggung jawab besar



dalam peningkatan kualitas proses pembelajaran untuk meningkatkan
kualitas hasil belajar. Baik dan buruknya kualitas hasil belajar siswa
menjadi tanggung jawab guru dan kepala sekolah, karena pemerintah
daerah hanya memfasilitasi berbagai aktivitas pendidikan, baik sarana
prasarana, ketenagaan, maupun berbagai program pembelajaran yang
direncanakan sekolah (Rosyada, 2004: 37).

Bersamaan dengan. itu, pemerintah juga mengeluarkan undang-
undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, sebagai
pengganti undang-undang nomor 2 tahun 1989. Salah satu isu penting
dalam undang-undang tersebut adalah pelibatan masyarakat dalam
pengembangan sektor pendidikan, sebagaimana ditegaskan pada pasal 9
bahwa masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Pasal ini
merupakan kelanjutan dari pernyataan pada pasal 4 ayat 1 bahwa
pendidikan di Indonesia diselenggarakan secara demokratis dan
berkeadilax;. Demokratisasi pendidikan merupakan implikasi dari dan
sejalan dengan kebijakan mendorong pengelolaan sektor pendidikan pada
daerah, yang implementasinya ditingkat sekolah, baik rencana
pengembangan sarana, dan alat ketanagaan, kurikulum serta berbagai
program pembinaan siswa, semua diserahkan pada sekolah untuk
merancangnya serta mendiskusikannya dengan mitra horizontalnya dari

komite sekolah (Rosyada, 2004: 265).



Pemberian otonomi pendidikan yang luas pada sekolah merupakan
kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat
serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum. Pemberian
otonomi ini menuntut pendekatan manajemen yang lebih kondusif di
sekolah agar dapat mengakomodasi seluruh keinginan sekaligus
memberdayakan berbagai komponen masyarakat secara efektif guna
mendukung kemajuan dan sistem yang ada di sekolah. Dalam kerangka
inilah Manajamen Berbaslis Sekolah (MBS) tampil sebagai alternatif
paradigma baru manajemen pendidikan yang ditawarkan. MBS merupakan
suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan
kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan
pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat
setempat serta menjalin kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat
dan pemerintah (Mulyasa, 2004: 11).

Untuk menyelaraskan otonomi daerah dengan otonomi di sektor
pendidikan, pengelolaan pendidikan diarahkan pada manajemen berbasis
sekolah (MBS). Konsep kebijakan ini dirumuskan sebagai modal
manajemen yang memberikan otonomi daerah lebih besar kepada warga
sekolah (guru, kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat) untuk
meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.
Kebijakan ini diharapkan dapat diterapkan di sekolah-sekolah di
Indonesia. Madrasah sebagai salah satu entitas pendidikan di Indonesia,

mau tak mau harus mengikuti perkembangan pendidikan dewasa ini.



Adopsi manajemen pendidikan berbasis sekolah menjadi manajemen
berbasis madrasah merupakan keniscayaan yang tak terelakan (Rozikun
dan Namaduddin, 2008: 3).

Pendidikan yang dilaksanakan oleh madrasah sejak dahulu
senantiasa menghadapi berbagai permasalahan yang serius. Permasalahan
tersebut berasal dari faktor internal yakni pengelola madrasah serta faktor
pemerintah dan masyarakat umum yang menjadi stakeholder madrasah itu
sendiri.

Berdasarkan data yang dikeluarkan Center For Informatics Data
and Islamc Studies (CIDES), Depertemen Agama dan database EMIS
(Education manajement system) Dirjen Pendidikan Islam Depertemen
Agama, jumlah madrasah yang mencakup Madrasah Ibtidaiyah/MI,
Madrasah tsanawiyah/MTs, dan Madrasah Aliyah/MA sebanyak 36.105
madrasah, tidak temasuk madrasah diniyah dan pesantren. Dari jumlah
tersebut 90,08% berstatus swasta dan hanya 9,92% yang berstatus Negeri
(Andaryuni, 2008:100).

Kondisi kelembagaan madrasah ini dapat digunakan untuk
membaca kualitas madrasah secara keseluruhan, seperti keadaan guru,
siswa, kurikulum, fisik dan fasilitas, dan sarana pendukung lainnya, karena
keberadaan lembaga-lembaga pendidikan dasar dan menengah ditanah air
pada umumnya masih tergantung pada pemerintah. Atas dasar itulah tidak

terlalu salah jika dikatakan bahwa madrasah-madrasah swasta masih



mengalami masalah yang mendasar yaitu berjuang keras untuk
mempertahankan diri.

Secara kultural, madrasah belum menjadi tipe sekolah ideal bagi
kebanyakan umaf Islam terutama menengah keatas. Hal ini sangat banyak
dampaknya bila madrasah ingin diberdayakan dengan menerapkan prinsip
Manajeman Berbasis Sekolah/Madrasah. Karena prinsip dasar manajemen
berbasis madrasah adalah bahwa madrasah mendapat otonomi luas dan
bertanggung jawab dalam menggali, memanfaatkan, serta mengarahkan
berbagai sumber daya, baik internal maupun eksternal.

Bagi madrasah situasi ini tak memberi pilihan lain untuk
meningkatkan kualitas pendidikan yang dikembangkan, terutama
manajemennya. Madrasah dituntut menawarkan program-program secara
cerdas berdasarkan kebutuhan kekinian, sehingga keberadaan madrasah
dapat fungsional dalam menjawab realitas keseharian.

Namun keniscayaan ini nampaknya menjadi persoalan krusial bagi
madrasah. Berbeda dari lembaga pendidikan umum yang berada dibawah
Departeman Pendidikan Nasional, keberadaan madrasah secara struktural
berada di bawah Depertemen Agama (Depag), meski madrasah memiliki
karakteristik dan struktur seperti sekolah umum. Keberadaan madrasah di
bawah Depag cukup berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangannya.
Pengaruh itu akan tampak jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah

umum di lingkungan Depdiknas.



Kendala manajemen ini terutama berkaitan dengan bagaimana
memaksimalkan dan mengembangkan sumberdaya yang ada, serta
kemampuan untuk mencari sumber-sumber baru dan gagasan-gagasan
baru yang bersifat inovatif lainnya. Setiap kepala madrasah umumnya
ingin madrasah yang dipimpinnya maju, siswanya banyak, fasilitas
lengkap, dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat yang ditunjukan
dengan minat mereka yang besar untuk menyekolahkan anak mereka pada
madrasah tersebut. Namun kenyataan menunjukan banyak madrasah yang
kurang maju dibandingkan dengan sekolah umum lainnya, banyak kendala
yang tampak menghadang kemajuan madrasah, seperti dana yang minim,
kualitas sumber daya manusia yang rendah, sarana yang tidak memenuhi
syarat, dan sebagainya.

Di lain pihak, kita juga melihat kenyataan bahwa ada beberapa
madrasah yang berhasil, terutama berkaitan dengan manajemennya, sebut
saja MIN I Malang dan MI Ciputat Jakarta. Madrasah-madrasah tersebut
berhasil menyaingi sekolah-sekolah non madrasah setempat sehingga
menjadi madrasah yang favorit bahkan percontohan secara nasional.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa ada madrasah
yang berhasil maju dan ada yang tidak? Apakah hanya keajaiban/nasib
baik berpihak pada madrasah tersebut, atau memang karena adanya
manajemen yang baik melalui kerja/tim yang baik? Berkenan dengan
pertanyaan tersebut, penelitian ini akan mengkaji peranan Manajemen

Pendidikan Berbasis Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan.



1.2.

1.3.

Obyek penelitian ini dilakukan pada MIN Mola Kabupaten Wakatobi yang
menjadi sudah dilaksanakan Manajeman Berbasis Madrasah. Oleh karena
itu dalam hal ini yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana
pelaksanaan implementasi manajemen berbasis madrsah di MIN Mola
Kabupaten Wakatobi, fokus kajian ini juga diarahkan pada upaya untuk
menjawab pertanyaan menyangkut perananan komite madrasah di MIN
Mola Kabupaten Wakatobi dalam proses implementasi tersebut.
Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, permasalahan
yang hendak dijawab dengan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai
berikut:
a. Bagaimana pelaksanaan Manajemen Berbasis Madrasah di MIN Mola
Kabupaten Wakatobi?
b. Bagaimana kinerja komite Madrasah di MIN Mola Kabupaten
Wakatobi?
Tujuan Penelitian
Sejalan dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitiaan ini
adalah untuk mengetahui:
a, Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Manajemen Berbasis
Madrasah di MIN Mola Kabupaten Wakatobi
b. Untuk mengetahui bagaimana kinerja komite madrasah di MIN Mola

Kabupaten Wakatobi



1.4. Manfaat Penelitian.
Dengan tercapainya tujuan penelitian ini diharapkan diperoleh manfaat
sebagai berikut:
a. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan
keilmuan pada umumnya, serta dapat dijadikan bahan kajian yang
relevan ke arah pengembangan mutu pendidikan pada khususnya.
Pembahasan tentang kinerja komite madrasah sebagai bagian tak
terpisahkan dari manajemen pendidikan yang akan menjadi bahan dalam
meningkatkan mutu pendidikan.
b. Manfaat Praktis
Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memiliki
kemanfaatan sebagai berikut:

1) Sebagai masukan, kritik kepada pihak MIN Mola Kabupaten
Wakatobi, terkait dengan bImplementasi Manajemen Berbasis
Madrasah.

2) Sumbangan akademik baik bagi penulis, dan para konseptor
pendidikan serta lembaga pendidikan lainnya supaya dapat dikaji
ulang dalam bentuk penelitian lanjutan tentang Implementasi
Manajemen Berbasis/ Madrasah.

3) Sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan pada pengembangan
dan penerapan Manajemen Berbasis Madrasah di masa yang akan

datang.



